BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Péembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara
Enim dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelakeanaan tugas
periu disusun rincian tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Muara
Enim ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di
atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara
Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan

oo Daerah Tingkat Il dan Kota Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran

g Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
3880 ) perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang  pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran- Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);




Menetapkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /
Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741 ) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2008 Nomor 22 SeriD ) ;

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten

Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 °

Nomor 29 SeriD)

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT

DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1.
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Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten
Muara Enim

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara
Enim. :




8. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim,

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok tugas atau kegiatan
yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka
mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

BAB Il

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta lembaga lain yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Sekretariat
Daerah mempunyai fungsi

a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta lembaga lain yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan
Daerah,

d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah;
e. Pengkoordinasian tugas Staf Ahli Bupati;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(2): Rincian tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.

BAB ili

KETENTUAN PENUTUP

FPasal 4

Dengan berlakunya Peraturan.ini, maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lapjut oleh Bupati.



Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Muara Enim,

Ditetapkan di  Muara Enim
pada tanggal 85 Ferudp] 2090

BUPA UARA ENIM
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MUZAKIR SA| SOHAR
Diundangkan di  Muara Enim

pada tanggal 26 febpuas Jelo .
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ABDUL WAHAB MAHARIS



